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TENTANG

1ZIN OPERASIONAL TK PGRI SIDORAHAYU
DESA NEGERI SAKTI KECAMATAN AIR SUGIHAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANANMAN MODAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang @ a bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kelancaran operasional
TamanKamk~Ks_nakPGRISDORAHAYUDuaNogedSakﬁKmmﬂanM

Dinas Pendidikan  Kabupaten Ogan Komering i Nomor
420/300/PLS.3/D.DIK/2015 tentang pemberian fzin Operasional Paud / Taman
Kanak - Kanak dan sudah dilakukan verifikasi,
bahwa ir Tamm-wmwwmumsam
Kecamatan Air Sugihan  Kab. OKI telah memenuhi syarat sebagian diatur dalam
KMWPWWNM:WMMWP‘MM
Pendidikan Sekolah; 4
d WMWWaWMtha. b, danc
diatas, perlu me “Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman
Modal tentang lzin Operasional Taman Kanak-kanak PGRI SIDORAHAYU Desa
Nm&mmm&mmmmmwmk
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
Il dan Kota praja di Sumatera Seiatan (Lembaran Negara Rl Tahun 1859
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) |
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4437)

Mengingat

(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2014 Nomor 244, Tambaan

e Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5657),

4. Undang-Undang Nomor g Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
(Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4965),

5. mepemmmmasmmzommmwmsan

Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737),

6. PMnnmmmmmmemmngPemPemmw(
Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran niegaia Rl
Nomor 4864),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Pen raan Pendidikan (Lembaran Negara Rl Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);




Menatapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Bupati Og
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8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 71 Tahun 2009 tentang
Makanisme Pendiian Badan Hukum Pendidikan yand menyelanggarakan
Pendidikan Dasar dan/atau Menengah dan Pengakuan Penyelenggara
Pendidikan Dasar dan/atau Menengah Sebagai Badan Hukum Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana
Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 - 2014;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman
Pendirian Sekolah;

11APeraanoemhKabupmooanKmrimlier.06Tahunzoos
mmWWdeTmKeﬁameTokhmm
dalam Kabupaten Ogan Komering liir;

12.Peranm8updi09mKomuingirNomor05Td\m2008wntano
PdimpmanSebagiaan\mamdibidmpedzimndmpammmanModd
Kabupaten Ogan Komering llir;

13. Keputusan BupaﬁOngonmiml&NmmﬁTdmnmmmm
WMMWMPMWWMWMﬂ

Ogan Komering llir.
MEMUTUSKAN:

Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-kanak PGRI SIDORAHAYU Desa
mmmmmwm&mmmmoommmw.

- Pemberian |zin Operasional sebagian dimaksud pada diktum PERTAMA dengan

ketentuan :

1. Wmmwwwmmmuw
menjamin [ dan kelancaran disekolah sekurang-kurangnya
selama 5 (kma) tabun;

. mebmm'mmmmmwmmmd@m
mudmmmpdmmnmhmst

3.Ymnamwmmmmmhhdhmmmﬁildjabam
organisasi 3

sekolgh,
4, mmwmmmmwmm
knpodaBodanPommmdan

izin
Pmmmmwmmmhoms

5. Penyelenggara sekolah wajib  melaporkan perkembangan  kegiatan
mmmmmwmmmnmmom

: Apeblasekdd\mmwwmuuﬁlmdmmw

mmmmmegmm!\rm-mmyamm
bulan sebelum dilaksakan pemindahannya. »
mimmmwmwammmmwb

" jerdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.




